MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1 73.63/PUU/PAN.MK/SP/07/2024 01 Juli 2024
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 63/PUU-XXI1/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan
ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

63/PUU-XXI1/2024

diajukan oleh:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------- Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan
kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian
kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi
terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi
dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal,
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat
memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan
pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan
publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang



keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; g. melakukan
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali;
dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai
penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana” yang pasca
dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 kewenangan Kejaksaan
Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan inkonstitusional tanpa terlebih dahulu
meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden / Pemerintah, dan Kejaksaan Republik
Indonesia terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Jaksa)
untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang menjadi politik hukum salah satu ketentuan dalam UU
KEJAKSAAN tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kejaksaan
Republik Indonesia (in casu Jaksa) dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan
tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban,
termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan
yang sama dan seirnbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk
mengajukan peninjauan Halaman 20 dari 21 kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat
dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa selaku Jaksa
Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan
Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga rumusan
Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap sesuai dengan rumusan awal
sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI1/2023. Namun, rumusan
Penjelasan Pasal 30C huruf h UU KEJAKSAAN berubah menjadi: “Jaksa dapat mengajukan Peninjauan
Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi
kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa
secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak
terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan
oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang
Pidana Militer. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan
yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa selaku Jaksa
Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan
Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut
pada ayat (2) terhadsap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan
telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Jaksa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan tersebut suatu
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Jaksa
juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan
mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan



menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang
(equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan
kembali.”

4. Menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Pidana Militer yang berbunyi, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat
mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Oditur berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia
melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali
apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak
diikuti oleh suatu pemidanaan. Oditur juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas
dan tanggung jawab Oditur setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia mewakili
negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan
menempatkan kewenangan Oditur secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang
(equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan
kembali.”

5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang
dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud
untuk diteruskan kepada Pimpinan.Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil
Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Plt. Panitera
Muhidin

.

E Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
=, Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
R Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gdrgltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 73.63/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024

Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 10:20 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda,
atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan

perkara Nomor 63/PUU-XXI1/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan
Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat
elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpabh jabatan.

Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda
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